BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dibentuknya koalisi partai politik dalam
pemerintahan oleh presiden SBY berimplikasi pada in-
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditandai
dengan tidak dapat dilaksanakannya hak konstitusional presiden
untuk menentukan kabinet yang dipimpinnya, dimana
seharusnya menjadi domain presiden sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan karakteristik
utama sistem pemerintahan presidensiil.

2. Dengan dibentuknya koalisi partai politik dalam pemerintahan
berimplikasi pada tidak bekerjanya mekanisme check and
balances secara maksimal antara lembaga dewan perwakilan
rakyat (legislatif) dengan lembaga pemerintah (eksekutif), hal
ini ditandai dengan tidak dapat dilaksanakannya hak
konstitusional dewan perwakilan rakyat. Hak angket yang
merupakan salah satu instrument yang diberikan Undang-
Undang Dasar 1945 kepada dewan perwakilan rakyat untuk
menjalakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif)
tidak dapat dijalankan secara maksimal karena adanya kekuatan
mayoritas koalisi di lembaga tersebut. Selain mengancam tidak
bekerjanya check and balances antara lembaga dewan

perwakilan rakyat (legislatif) dan lembaga pemerintah
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(eksekutif), koalisi partai politik dalam pemerintahan juga

mengancam penegakan hukum.
B. Saran

Dengan dibentuknya koalisi partai politik dalam sistem
pemerintahan presidensiil yang berimplikasi kepada tergadainya hak
konstitusional presiden dan dewan perwakilan rakyat, maka penulis
memberi saran sebagai berikut :

1. Presiden sebagai kepala pemerintahan seharusnya konsisten
untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan karakteristik
sistem pemerintahan presidensiil. Koalisi partai politik dalam
pemerintahan bukanlah hal yang utama untuk memperkuat
sistem pemerintahan presidensiil, namun lebih kepada
kemampuan presiden dalam menentukan dan mengelola
pemerintahan yang dipimpinnya. Presiden sebagai kepala
pemerintahan dalam memilih menteri kabinet adalah menteri
yang memiliki integritas dan kompetensi dalam bidangnya serta
sanggup bekerjasama sebagai pembantu presiden dalam
penyelenggaraan pemerintahan guna terwujudnya cita-cita
negara.

2. Sebaiknya lembaga dewan perwakilan rakyat (legislatif) dan
lembaga pemerintah (eksekutif) tetap melaksanakan fungsi-
fungsi konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar 1945 serta menjaga independensi masing-masing.
Hal ini dimaksudkan demi terciptanya mekanisme check and
balances antara kedua lembaga tersebut, khususnya fungsi
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh
eksekutif. Artinya, koalisi partai politik dalam pemerintahan
yang dilakukan tidak boleh  merusak  fungsi-fungsi
konstitusional dari masing-masing lembaga, khususnya fungsi

konstitusional lembaga dewan perwakilan rakyat.
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